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ABSTRAK

Mendirikan Perseroan Terbatas sebenarnya juga menentukan adanya maksud dan tujuan
untuk menciptakan pemerataan. Hal ini dapat pula diuraikan berdasarkan pengertian Perseroan
Terbatas yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan UUPT.Berdasarkan ketentuan Pasal 34 UUPT
memberikan kemudahan dan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki saham Perseroan
Terbatas sesuai kemampuan yang dimiliki serta memberikan kemudahan dan kesempatan kepada
masyarakat untuk memiliki saham Perseroan Terbatas sesuai kemampuan yang dimiliki. Pemasukan
atas modal saham dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu uang dan atau dalam bentuk lainnya
dan dalam bentuk benda tidak bergerak.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif dengan meneliti bahan hukum seperti Peraturan Perundang-undangan dan menggunakan
teknik analisis Interpretasi Gramatika untuk mengetahui makna dari ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.Status tanah hak milik yang dimasukkan sebagai modal saham dalam
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah tanah milik tersebut berubah statusnya menjadi
hak guna bangunan, hak pakai dan hak guna usaha sesuai dengan bidang usaha Perseroan Terbatas
yang bersangkutan. Tata cara pemasukan tanah hak milik sebagai modal saham dalam Perseroan
Terbatas adalah modal saham Perseroan dalam bentuk hak milik atas tanah pada pokoknya dapat
dilakukan dengan mengikuti tata cara peralihan hak atas tanah yang mengacu pada ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemasukan atas modal saham Perseroan dalam
bentuk hak milik atas tanah dilakukan dengan mengikuti tahapan seperti berikut: penaksiran harga,
penentuan jenis hak atas tanah yang dapat dimohon untuk badan hukum, peralihan hak atas tanah
untuk perusahaan dan pengumuman melalui surat kabar.

Kata Kunci: Hak Milik, Modal Saham, Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam dasar pertimbangan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat
dengan UUPT, pada pokoknya Perseroan
Terbatas (PT) merupakan salah satu pilar
pembangunan perekonomian nasional. Akan
tetapi bila dibandingkan dengan pilar-pilar
atau bentuk-bentuk badan usaha yang lainnya,
maka Perseroan Terbatas lah yang lebih
menonjol. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan
lebih banyak Perseroan Terbatas yang
didirikan dari pada bentuk-bentuk usaha

lainnya, seperti  Firma,  Commanditair
Vennootschap (CV) dan koperasi. Dapat
dikemukakan banyaknya pendirian Perseroan
Terbatas didorong oleh beberapa alasan,
pertama adalah kewajiban yang dibebankan
oleh Pemerintah melalui Peraturan Perundang-
undangan misalnya sebagai bentuk badan
usaha yang bergerak di bidang penyedia jasa
pariwisata dan jasa keuangan yang dimana
badan usahanya harus berbentuk Perseroan
Terbatas, kedua tersedianya landasan hukum
yang kuat untuk menjamin kepastian hukum
serta aturan-aturan hukumnya yang lebih
terinci, ketiga adanya pandangan Bahwa
Perseroan  Terbatas itu  lebih  dapat
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mengesankan bonafiditas usaha, keempat
Perseroan Terbatas lebih dapat memberikan
peluang banyak orang ikut berpartisipasi
sehingga dapat menciptakan pemerataan dalam
berusaha.

Menurut Undang-Undang Perseroan
Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan
adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi atas
saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dengan Undang-Undang serta
aturan  pelaksanaannya. Menurut Henry
Campbell Black, dalam bukunya yang dikenal
dengan Black’s Law Dictionary, yang
dimaksud dengan Badan Hukum “an entity
other than a natural person, who has sufficient
existence in legal contemplation that it can
function legally, be sued or sue and make
decisions through agents as in the case of
corporation”(Campbell, 1979, hal. 804).

Mendirikan Perseroan Terbatas
sebenarnya juga menentukan adanya maksud
dan tujuan untuk menciptakan pemerataan. Hal
ini dapat pula diuraikan berdasarkan
pengertian Perseroan Terbatas yang tercantum
di dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Sebagai
asosiasi modal yang didirikan berdasarkan
perjanjian, Perseroan Terbatas telah berupaya
memberikan kesempatan kepada setiap pihak
untuk berpartisipasi dengan cara menyetor
modal. Semakin banyak pihak yang
mengambil saham dan membayarnya, maka
semakin tinggi tingkat pemerataan yang
berhasil dicapai, baik pengambilan itu
dilakukan ketika Perseroan Terbatas baru
didirikan maupun melalui pemilikan saham
pada saat Perseroan Terbatas go public di
Bursa Efek. Berdasarkan uraian ini dapat
dikatakan, melalui alat atau fasilitas yang
berupa saham yang dimiliki baik sebagai
modal maupun surat berharga (negotiable
isntrument), Perseroan Terbatas merupakan
salah satu sarana atau suatu kelembagaan
perekonomian yang dapat menciptakan
pemerataan pendapatan yang pada intinya juga
merupakan salah satu tujuan pembangunan
nasional. Selain kemudahan seperti terciptanya
pemerataan, dalam rangka memberikan
kesempatan atau peluang yang seluas-luasnya

kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi
dalam pemilikan saham Perseroan Terbatas,
UUPT juga memberikan beberapa kemudahan.

Berdasarkan  ketentuan Pasal 34
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas memberikan
kemudahan  dan  kesempatan  kepada

masyarakat untuk memiliki saham Perseroan
Terbatas sesuai kemampuan yang dimiliki.
Pemasukan atas modal saham dapat dilakukan
dalam berbagai bentuk yaitu uang dan atau
dalam bentuk lainnya (Pasal 34 ayat (1)) dan
dalam bentuk benda tidak bergerak (Pasal 34
(ayat 3)). Pemasukan yang sudah umum
dilakukan adalah pemasukan berupa uang
tunai. Pemasukan dalam bentuk lainnya
menurut penjelasan Pasal 34 ayat (1) meliputi
benda berwujud dan benda tidak berwujud
yang harus disertai rincian yang menerangkan
nilai atau harga, jenis atau macam, status
tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap
perlu demi kejelasannya.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka dapat
dirumuskan permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana status hak milik yang
dimasukkan sebagai modal saham
dalam Perseroan Terbatas?

2. Bagaimana tata cara pemasukan tanah
hak milik sebagai modal saham dalam
Perseroan Terbatas?

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif. (Yadnya & I Gusti Ketut Adnya
Wibawa, 2020, hal. 164-171). Dalam
penelitian ini menggunakan jenis Pendekatan
Perundang-Undangan (The Statue Approach)
dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum
(Analitical & Conseptual Approach) dengan
sumber bahan hukum yang digunakan sumber
hukum primer, sekunder dan tersier.
(Soekanto, 1985,  hal. 15).  Teknik
pengumpulan bahan hukum menggunakan
sistem kartu (card system) dan setelah data
dikumpulkan, kemudian dianalisa
menggunakan teknik Interpretasi gramatika
yaitu menafsirkan kata-kata dalam Peraturan
Perundang-undangan sesuai kaidah bahasa
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serta dihubungkan dengan permasalahan yang
ada. (Amirudin & Zainal Asikin, 2008, hal.
31).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Tanah Hak Milik Sebagai Modal
Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas diatur dalam dalam
Pasal 36-56 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang yan dikenal dengan istilah (KUHD).
Pengaturan yang hanya 21 Pasal tersebut
tentunya tidak cukup menampung berbagai
aspek Perseroan yang sudah berkembang
akibat perkembangan perekonomian dan dunia
usaha sehingga Pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
Tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang
tersebut hanya berlaku selama kurang lebih 12
tahun karena dipandang sudah tidak relevan
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat sehingga diganti dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas (UUPT). Pada bagian
menimbang huruf ¢ UUPT, bahwa Perseroan
Terbatas merupakan salah satu pilar
pembangunan nasional seirama dengan
perkembangan untuk memanfaatkan Perseroan
Terbatas sebagai wadah usaha sehingga
dikenal dengan Perseroan Terbatas terbuka,
Perseroan Terbatas untuk Badan Usaha Milik
Negara dan Perseroan Terbatas untuk kegiatan
penanaman modal.

Badan usaha yang berbadan hukum di
Indonesia dikenal dengan istilah Perseroan
Terbatas  (PT) yang pada awalnya
diperkenalkan =~ melalui Wetboek  van
Koophandle (WvK)yang berdasarkan asas
konkordansi kemudian diberlakukan di Hindia
Belanda. Pada zaman Hindia Belanda untuk
badan hukum yang dimaksudkan
diperkenalkan dengan istilah  “Nammloze
Vennootshap”. Pengertian harfiah Naamloze
itu sendiri adalah tanpa nama dan dalam hal ini
dimaksudkan untuk nama perseroan tidak
menggunakan nama salah satu seorang persero
seperti yang biasanya dilakukan dalam
penanam Firma (Fa). Nama Perseroan
diambilkan atau disesuaikan dengan maksud
dan tujuan atau bidang usaha Perseroan.
Perseroan Terbatas adalah artificial person,

suatu yang tidak nyata atau tidak riil. Jadi
Perseroan Terbatas tidak dapat bergerak
sendiri. Untuk dapat bertindak dalam hukum,
Perseroan dijalankan oleh organ-organ yang
akan bertindak mewakili Perseroan tersebut.
Organ-organ tersebut terdiri dari orang
perorangan (cakap berbuat hukum). (Widjaja,
2008, hal. 3).

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal
33 UUPT dapat diketahui modal Perseroan
terdiri dari tiga (3) jenis modal yaitu modal
dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
Akan tetapi dalam hal ini UUPT tidak
menentukan mengenai apa yang dimaksud
dengan ketiga jenis modal itu. Menurut
Rochmat Soemitro menjelaskan secara garis
besar, modal bayar ialah modal Perseroan
yang diwujudkan dalam jumlah uang. Perlu
digaris bawahi modal bayar atau modal disetor
merupakan jenis modal Perseroan yang sangat
penting adanya karena dengan modal inilah
suatu Perseroan dapat dioperasikan, sehingga
agar Perseoran dapat beroperasi dengan lancar
modal dasar dan modal ditempatkan sangat
perlu diwujudkan menjadi modal disetor. Oleh
karena modal disetor mempunyai kedudukan
yang penting maka dapat dipahami adanya
ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan
paling sedikit 25% dari modal dasar
sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 32 harus
ditempat dan disetor penuh, sebab apabila
tidak demikian maka Perseroan tidak dapat
beroperasi karena tidak tersedia dana yang
menunjang. (Soemitro, 1993, hal. 22).

Pada prinsipnya perusahaan atau badan
hukum berbentuk Perseroan dilarang untuk
menguasai tanah hak milik, Perseroan hanya
dibolehkan menguasai tanah berupa hak guna
bangunan, hak pakai, hak guna usaha, namun
penguasaan tanah oleh Perseroan dapat
dibuatkan akta jual-beli pada Kantor Notaris/
PPAT melalui pemindahan hak demi
terjaminnya kepastian hukum si pemegang hak
yang baru, mengingat pendayagunaan dan
pelaksanaan kepentingannya harus memiliki
bukti yang sah berupa akta yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali
peralihan hak guna usaha yang harus dibuat
oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.
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B. Prosedur Pemasukan Atas Modal Saham

Dalam Bentuk Hak Atas Tanah
Pada umumnya pemasukan saham

adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak
menutup  kemungkinanpemasukan  saham
dalam bentuk lain, baik berupa benda
berwujud maupun benda tidak berwujud, yang
dapat dinilai dengan uang dan secara nyata
telah diterima oleh Perseroan. Pemilikan
saham Perseroan akan memberikan
keuntungan yaitu bagian dari laba Perseroan
yang disebut dengan dividen. Saham Perseroan
juga dapat dialihkan kepada pihak lain dan
sehubungan dengan program memanfaatkan
sahamsebagai  suatu sarana  pemerataan
pendapatan melalui pemilikan saham yang
dijual di bursa efek. Maka dapat dikatakan
saham itu dapat dimiliki oleh setiap orang
sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan
oleh Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. Keinginan tersebut tidak dapat
diwujudkan begitu saja karena menemui
hambatan terutama hambatan finansial berupa
keterbatasan dana yang dimiliki untuk
membayar saham yang ditawarkan.
Sehubungan dengan keterbatasan itu maka
muncullah suatu ide untuk memanfaatkan
tanah yang memang potensial menjadi milik
Negara Indonesia untuk ditukar dengan saham.
Ide seperti ini dapat dilihat misalnya dalam
pembangunan jalan tol yang membutuhkan
banyak lahan. Modal Perseroan Terbatas
disebut juga modal saham atau modal sero
atau dalam bahasa Belanda “maatschappelijk
kapital” ialah jumlah maksimum. (Soemitro,
1993, hal. 22).

Pemasukan atas saham Perseroan dalam
bentuk tanah dilakukan melalui empat (4)
tahap, yaitu:

a. Penaksiran atas nilai jual tanah yang
disetor, diatur dalam Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan ~ Umum. Keputusan
Presiden ini menentukan harga tanah
didasarkan atas nilai nyata dengan
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOP).  Terhadap bentuk yang
disetorkan  ini  haruslah  dapat
ditentukan  nilainya  atau  harus

dilakukan penaksiran harga terlebih
dahulu. Sehubungan dengan penaksiran
atau penilaian berdasarkan Pasal 34
ayat (2) UUPT tersebut dapat diketahui
pada pokok dalam hal pemasukan
modal saham dilakukan dalam bentuk
tanah, penilaian setoran modal saham
ditentukan berdasarkan nilai wajar
yang ditetapkan sesuai dengan harga
pasar atau oleh ahli yang tidak
terafiliasi dengan Perseroan.
Penaksiran terhadap harga tanah
berdasarkan harga pasar pada intinya
dapat menciptakan suatu kesesuaian
antara kehendak dari pihak yang
menyetorkan tanah dengan keinginan
dari Perseroan yang akan menerima
setoran itu. Kesesuaian ini nantinya
akan menghindarkan dari pihak-pihak
dari perasaan ditekan atau saling
mencurigaiu

. Penentuan jenis atas tanah yang dapat

dimohon, Perseroan Terbatas
merupakan suatu badan hukum yang
berarti juga sebagai subyek hukum
yang kedudukannya dipersamakan
dengan  orang.  Apabila  orang
diperbolehkan memegang hak-hak atas
tanah maka hal ini berlaku pula untuk
badan hukum artinya badan hukum
juga diperbolehkan menjadi pemegang
hak-hak atas tanah. Akan tetapi
sebagaimana yang sudah diuraikan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
1963 Tentang Penunjukan Badan-
Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai
Hak Milik Atas Tanahpada intinya
sangat membatasi hak Perseroan
Terbatas  sebagai  badan  dalam
memegang hak-hak atas tanah, kecuali
Perseroan milik negara yang bergerak
di bidang Perbankan, Peraturan
Pemerintah ini mengatur tidak setiap
badan hukum diperbolehkan memiliki
hak milik atas tanah. Disamping
Peraturan Pemerintah terdapat pula
Keputusan Menteri Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 16
Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak
Milik Menjadi Hak Guna Bangunan
Atau Hak Pakai Dan Hak Guna
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Bangunan Menjadi Hak Pakai. Dengan
adanya Peraturan Pemerintah dan
Keputusan Menteri Agraria tersebut
berarti hak-hak atas tanah yang dapat
dimiliki Perseroan Terbatas adalah hak-
hak atas tanah yang tercantum dalam
Undang-Undang Pokok Agraria antara
lain meliputi hak guna bangunan, hak
pakai dan hak guna usaha untuk
Perseroan Terbatas tertentu.
Selanjutnya yang harus diperhatikan
lagi apakah Perseroan Terbatas yang
menerima setoran tanah itu merupakan
Perseroan Terbatas yang didirikan
dalam rangka penanaman modal
menurut Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal atau bukan. Apabila Perseroan
Terbatas itu merupakan penanaman
modal berdasarkan Undang-Undang
Penanaman Modal maka hak atas tanah
yang dapat digunakan oleh investor
untuk kegiatan investasinya adalah hak
guna usaha, hak guna bangunan dan
hak pakai. (HS & Budi Sutrisno, 2008,
hal. 313).

Peralihan hak-hak atas tanah kepada
perusahaan, pemasukan hak atas tanah
menjadi saham Perseroan Terbatas
merupakan peralihan hak atas tanah
yang dilakukan dengan cara
pemasukandalam perusahaan.
Peralihan hak atas tanah ini dibuktikan
dengan akta otentik atau akta yang
dibuat oleh pejabat berwenang dalam
hal ini adalah PPAT dan di daftarkan.
Hal ini mengandung pengertian
Perseroan Terbatas yang menerima
setoran atas modal saham dalam bentuk
tanah itu harus mematuhi tata cara
dalam proses permohonan hak atas
tanah. Saat pemasukan atas modal
saham dalam bentuk hak atas tanah
harus memperoleh persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).
Notaris dalam melaksanakan perannya
dengan jalan membuatkan risalah
jalannya RUPS atau akta mengenai
berita acara RUPS tentang pemasukan
saham dalam bentuk hak atas tanah,
dengan adanya persetujuan RUPS dan

akta inbreng Dberarti  selanjutnya
Perseroanlah yang menempati
kedudukan sebagai permohonan hak
atas tanah

. Pengumuman, dalam jangka waktu

empat belas (14) hari setelah akta
pendirian ditandatangani atau setelah
RUPS memutuskan dalam pengertian
menyetujui pemasukan saham dalam
bentuk tersebut, maka pemasukan ini
harus diumumkan melalui surat kabar,
Tujuan dari diumumkannya melalui
surat kabar adalah agar diketahui
umum dan memberikan kesempatan
kepada pihak yang berkepentingan
untuk dapat mengajukan keberatan atas
penyerahan benda tersebut sebagai
setoran modal saham, apabila ternyata
diketahui benda tersebut bukan milik
penyetor. Proses itu memperlihatkan
persamaan dengan pengumuman yang
harus dilakukan ketika terjadi peralihan
hak atas  tanah.  Perbedaannya,
peralihan hak karena jual-beli misalnya
diumumkan di Kantor Pertanahan,
sedangkan pemasukan tanah sebagai
saham yang juga merupakan salah satu
bentuk peralihan hak pengumumannya
dilakukan  melalui  surat  kabar.
(Tunggal, 2000, hal. 5). Apabila
melalui pengumuman itu ternyata tidak
ada pihak-pihak yang merasa dirugikan
dan mengajukan keberatan seperti yang
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)
UUPT, maka proses pengumuman
tersebut merupakan rangkaian terakhir
dari seluruh tata cara pemasukan atas
modal saham perseroan dalam bentuk
tanah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang

telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh
simpulan & saran sebagai berikut:

Simpulan

Status  tanah  hak milik yang
dimasukkan sebagai modal saham
dalam Perseroan Terbatas sebagai
badan hukum adalah tanah milik

Majalah limiah Untab, Vol. 18 No. 2 September 2021; ISSN 0216 - 8537; Hal. 210-215



tersebut berubah statusnya menjadi hak
guna bangunan, hak pakai dan hak
guna usaha sesuai dengan bidang usaha
Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

2. Tata cara pemasukan tanah hak milik
sebagai modal saham dalam Perseroan
Terbatas  adalah  modal  saham
Perseroan dalam bentuk hak milik atas
tanah pada pokoknya dapat dilakukan
dengan mengikuti tata cara peralihan
hak atas tanah yang mengacu pada
ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Pemasukan
atas modal saham Perseroan dalam
bentuk hak milik atas tanah dilakukan
dengan mengikuti tahapan seperti
berikut: penaksiran harga, penentuan
jenis hak atas tanah yang dapat
dimohon untuk badan  hukum,
peralihan hak atas tanah untuk
perusahaan dan pengumuman melalui
surat kabar.

Saran

1. Dalam hal Perseroan  Terbatas
menerima  penyetoran atas modal
saham dalam bentuk hak atas tanah,
hendaknya Perseroan
menyesuaikannya dengan hak-hak atas
tanah yang memang dapat diterima
oleh badan hukum menurut Undang-
Undang Pokok Agraria dan Peraturan
Pelaksanaannya guna menghindari
terjadinya pertentangan norma.

2. Untuk tercipatanya kondisi yang lebih
menjamin kepastian hukum maka
ketentuan  mengenai  tata  cara
penyetoran  atas  modal  saham
Perseroan dalam bentuk tanah perlu
dirumuskan atau dituangkan dalam
bentuk aturan yang jelas.
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